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ABSTRAK Do

CATATAN -

bahwa penataan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan upaya untuk
penguatan digitalisasi teknologi, sebagai wujud pemenuhan hak dasar
masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi serta
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis layanan
telekomunikasi sehingga perlu adanya kebijakan pengaturan Penataan dan
Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk kepastian hukum dan
keadilan dimana pada ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan
Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD sehingga
perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian
Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun
2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11
Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1
Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini berisikan tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam
rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang
Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Panitia Khusus ini bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota
Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif
Telekomunikasi dan melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Agustus 2025.
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